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Menimbang . ct.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah

Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2Ol4

tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah

Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten

Kepulauan Sangihe, maka dipandang perlu menetapkan

Uraian Tugas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Sangihe;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Bupati Kepulauan Sangihe tentang Uraian T\rgas Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Kepulauan Sangihe.

b.



Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun i959 Nomor

74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1822) sebagaimana telah diperbaharui dalam

Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO2 tentang

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Ta-laud di Provinsi

Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO2 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4 183) dan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2OO7 tentang Pembentukan Kabupaten

Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi

Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OAT

Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a691);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang

Penanaman Moda-l Dalam Negeri (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

12 Tahun l97O tentang Penanaman Modal Dalam Negeri

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L97O Nomor

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 29aa);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a2B6);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AO4 tentang

Perbendaharaat'L Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan arttara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor +a3$;

3.

4.

5.



6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OOT tentang

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2oo7 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a72\;

7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2ol7 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

523a1;

B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2ol4 tentang Aparatur

sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5a9aj;

9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2al4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 244, Tatnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang

Formasi Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54

Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi

Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO3 Nomor 122, Tatnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a322);

1 i. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2003 tentang

Pengangkata.rl, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai

Negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4263)sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2AA9 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

2OO3 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2AAg Nomor 164, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30a1);



L2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Nomor a578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang

Pembagian Urrrsan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Repubiik Indonesia Nomor 47371;

Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OO7 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 8, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 47a11;

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2Ol4 tentang

Perubahan Nama Kabupaten Sangihe dan Talaud menjadi

Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor

167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5557);

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2AA7 tentang Badan

Koordinasi Penanaman Modal;

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2OOg tentang

Peiayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman

Modal;

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2OL4 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pinfu

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor

22r);

Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2oll
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2AA6 tentang Pedoman dan

Pengelolaan Keuangan Daerah;

t3.

14.

15.

L6,

L7.

18.

19.



2t.

20.

22.

zo.

peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 57 Tahun 2aa7

tentang Petunjuk Teknis Penataan organisasi Perangkat

Daerah;

peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 1 Tahun 2ot4

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Ind,onesia Tahun 2A74 Nomor 32);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor

10 Tahun 2008 tentang urusan wajib dan Pilihan Yang

Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten

Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten

Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor

7 Tahun 2014 tentang Perubahan KeempatAtas Peraturan

Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun

2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga

Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan

Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan

Sangihe Tahun 2008 Nomor 16).

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS BADAN

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah ada-lah Kabupaten Kepulauan Sangihe'

b. pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelen ggar a Pemerintahan Daerah.



C.

1.

perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembanfu Kepala Daerah dalam

penyeienggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah,

Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain,

Kecamatan dan Kelurahan.

Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.

Sekretariat Daerah selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah

Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Sekretaris Daerah selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah

Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Bad.an adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu

Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Safu Pinfu Kabupaten Kepulauan Sangihe'

penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanarn modal, baik oleh

Penanam Modai Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk

meiakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

j. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah

kegiatan penyelenggaraan suatu perwinan dan non perlzinanyang mendapat

pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang

memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses

pengeiolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap

terbitnya dokumen yang dilakukan da-lam satu tempat'

k. Perizinan adalah Pemberian legalitas kepada orang atau pelaku

usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar

usaha.

1. Non pertzinan adalah suatu jenis peiayanan publik yarrg memberikan

iegalitas kepada seseorang atau badan hukum diluar pertzinan dalam bentuk

kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal dan informasi mengenai penanarnan

modal, sesuai dengan ketentuan peraturan pemnd.ang-undangan.

m. Keiompok Jabatan Fungsional adalah Himpunan Jabatan Fungsional

keahlian dan/atau Jabatan Fungsional Ketrampilan yang mempunyai fungsi

dan juga berkaitan pendelegasian satu sama lain dalam meiaksanakan salah

safu tugas pemerintahan.

n. Jabatan Fungsiona-l adaiah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan

dalam struktur organisasi yang tugasnya melaksanakan fungsi non

manajerial baik teknis maupun fasilitatif.

d.

e.

f.

ob'

h.



BAB II

KEDUDUKAN,TUGAS,FUNGSIDANSUSUNANORGANISASI
Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah unsll"r

pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan

urusan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pinfu yang

dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah'

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Badan Penanaman Modal dan Peiayanan Terpadu Satu Fintu mempunyai lugas

melaksanakan pemberian pelayanan di bidang penanaman modal, perizinan

dan non perizinan secara terpadu sesuai dengan kewenangannya

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Badan

penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu menyelenggarakan

fungsi:

a. perumusan kebijakan dibidang Penanarran Moda-l dan Pelayanan Pertzinan

Terpadu;

b. Penyelenggaraan peiayanan dibidang penanarnan modal dan pelayanan

pertzinan terPadu;

c. pembinaan, pengawasan dan pengenda-lian dibidang penanaman moda-l

dan pelayanan Pertzinan terPadu;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan'



Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasa-l 5

(1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretaris;

c. Bidang Penanaman Modal;

d. Bidang Pelayanan Perijinan;

e. Bidang Informasi dan Pengembangan;

f. Bidang Pengendalian dan Pengawasan;

g- Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu sebagaimana terlampir.

BAB III

URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

KEPALA BADAN

Pasal 6

Daiam meiaksanakan tugas dan fungsi Badan, Kepala Badan mempunyai tugas:

a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pengendalian

dibidang penanaman modai dan pelayanan perizinan terpadu;

b. Pembinaan dibidang penanaman modal dan pelayanan pertzinan terpadu;

c. Penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;

d. Pengkoordinasian dengan SKPD terkait da-lam rangka penertiban

perlzinan dan non penzinan;

e. Pengkoordinasian pengolahan data, informasi serta evaluasi kegiatan

penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang

tugasnya.



Bagian Kedua

SEKRETARIAT

Pasal 7

Sekretariat mempunyai fugas melaksanakan pengelolaan urusEln keuangan,

program, umum dan kepegawaian.

Pasal I

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada Pasal 7,

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan;

b. Pelaksanaan pengelolaan urusan program, umum dan

kepegawaian; dan

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

dengan tugas pokoknya.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan

tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

(1) Sekretarismembawahkan:

a. Sub Bagian Program dan Keuangan;

b. Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian; dan

c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.

{2) Dalam melaksanakan tugas masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh

seorang Kepaia Sub Bagian.

Pasal 1O

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas:

a. Menlrusun dokumen peiaksanan anggaran;

b. Melaksanakan persiapan laporan berkala pertanggr,rng jawaban

pengelolaan anggaran Badan;



c. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis pengelolaan keuangan

Badan;

d. Melaksanakan pengkoordinasian pen).usunan target penerimaan

pendaPatan daerah;

e. Menyusun laporan berkala realisasi penerimaan pendapatan daerah;

f. Menyiapkan penyusunan dokumen perencanaan badan;

g. Menyiapkan penyusunan laporan kegiatan badan;

h. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan

fungsi kePada KePala Bidang; dan

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai bidang

tugasnYa.

Pasal 1 1

Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a. Menlrusun rencana kegiatan pada sub Bagian Hukum dan Kepegawaian

sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan badan;

b. Menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan

masalah yang berhubungan dengan tugas sub Bagian Hukum dan

Kepegawaian;

c. Melaksan akan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

d. Mengumpulkan, mengoiah data dan menyimpan berkas-berkas

kepegawaian daiam rangka pelayanan administrasi kepegawaian di

lingkungan Bad.an Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan bidang

tugasnYa.

Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas:

a. Mengeiolaadministrasikesekretariatan;

b. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan sj.stem informasi Badan;

c. Melaksanakan pengeloiaan urusan rumah tangga Badan dan

perlengkaPan;

d. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada

Kepala Bidang; dan

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan bidang

tugasnYa.



Bagian Ketiga

BIDANG PENANAMAN MODAL

Pasal 13

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan

bahan kebijakan promosi dan bina sarana penanarnan modal.

Pasal 14

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 13, Bidang

Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

a. Menyiapkan bahan kebijakan teknis promosi penanaman modal;

b. Menyiapkan pedoman dan bina sarana penanaman modal;

c. Meningkatkan kerja sama dengan organisasi atau asosiasi dunia

usaha dan SKPD terkait lain dibidang penanaman modal;

d. Mengidentifikasi peluang investasi dan bidang usaha unggulan

daerah;

e. Melaksanakan perencanaan dan penyelenggaraan promosi dan bina

sarana; dan

f. Melaksanakarl tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan

bidang tugasnya.

(2) Bidang Penanaman Modal dipimpin oieh seorang Kepala Bidang yang

dalam peiaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 15

(U Bidang Penanaman Moda-l, membawahkan:

a. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal; dan

b. Sub Bidang Administrasi Penanaman Modal.

(2) Da-lam melaksanakan tugas masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh

seorang Kepala Sub Bidang.

Pasal 16

Sub Bidang Promosi dan Kerjasama Penanamal Modal mempunyai tugas:

a. Menyiapkan bahan kebijakan teknis promosi penanaman moda-l;

b. Menyiapkann pedoman promosi;



c. Melaksanakan keria sama nromosi dengan organisasi atau asosiasi dunia

usai"ra oan sI{PD ierkair iain oibiciaiiq penai-raman modai;

d. Merumuskan pedoman dan fasilitasi dibidans penvelensgaraan promosi:

e. ivieiaporkan cian memperiangsungjawabkan peiaksanaan rugas kepacia

Kepala Bidans: dan

f. ivieiaksanakan Eugas iain yai-rE cirbertkan oleh iiepaia Bioans sesuai

densan bidans tusasnva.

Pasal 17

Sub Bidane Administrasi Penanaman Modal memounvai tusas:

a. ivienvrapkan bahan kebriakan ieknis pengembangan sarana penanaman

modal:

o. ivienviapxan oeooman pengembangan sarana Denailaman mooal:

c. Mensidentifikasi peluans investasi dan bidane usaha ungsulan daerah:

G. ivieiaporxan dan memperransgLinsrawapkan petaKsanaari ilrqas kepacia

Kenala Bidans: dan

e. ivieiaksanakan rugas iain vang oiberrkan Kepala Bidang sesuai ciensan

bidans tusasnva.

Baeian Keempat

Ei Dai.i G PEi"aYl'iririi'i PER iZiiii^it
Pasal 18

Bidans Pelavanan Perizinan memr:unvai tusas melaksanakan Droses

oeiavariafi oerrzlrLan dan tiott uei"izinai'i.

Pasal 19

(1) Untuk melaksanakan tusas sebasaimana dimaksud oada Pasal 18 Bidans

---: - --i'e t avaria TL f er LZLrLail i-i1e live ie fi gsai=aKail I un s s i :

a. Merumuskan kebiiakan teknis dibidans r:elavanan oerizinan dan non

^-.-;-.--^^-uEl r.arllcr.ll.

b. Merumuskan bahan oetuniuk teknis nemberian oeiavanart oertzinart
;^-- *^* -..-.*;-;*^*.Ltiai.l .l.IUtI LJCL l.4rrLa,.rr.

c. Menveienssarakan oelavanan nendaftaran: dan



d. Melaksanakan tugas lain vanc diberikan oleh Kepala Badan sesuai

ciengan broang [u-gasnYa.

t21 Bidane Pelavanan Perizina-n d.ioimpin oleh seorane Kepala Bidane vans

ciaiam peiaksanaannYa berranggunS iawab kepaqa Kepaia Eadan'

Pasal 2O

(1) Bidane Pelavanan Perizinan membawahkan:

a. sub Bidang Peiavanan Perizlifan oan I'lon :r]e-rlzrnan: Gan

b. Sub tsidans Insentif dan kemudahan'

i2t Daram meiaksanakan iugas maslng-mastns Sup Biciang dlpimptn oieh

seorans Kenala Sub Bidans.

Pasal 21

Sub Bidane PelavananPerizinan dan Non oerrzinan mempunvai tusas:

a. ivlenvusuif rencana prosram cian kegiaran qi bioane lr,r-rTzifia;;i dan non

oertzinan'.

o. IvlenvUsun rataiaxsana prose S peiavanan pefiZinan oan non perlzinan:

c. Melaksanakan koordinasi tim teknis dalam Droses penerbitan perizinan

<ian non perizrnan:

d. Melaksanakan koordinasi Droses nelavanan dan oenelitian lar:ansan

untuk tc,errztnanrr cian non pertzinan:

e. Memberikan lavanan informasi oerizinan dan norl oertzinan:

i. ivieiaporkan iian mempei"iangsungiawabkan peiaksanaan rugas keparia

Ker:ala Bidans: dan

s. ivieiaksanakan rusas iain vang ciioenkan Keoaia tsiaang sesuai cienqan

bidane tusasnva.

Pasal22

Sub Bidang Insentif dan Kemudahan memounvai tusas:

a. iviemberikan pens-Ltransan. keringanan atali r:emoebasan paiax ciaerah

dan oembebasan retribusi daerah:



b. Memberikan bantuan modai dan dukungan insentif dan kemudahan

iainnya;

c. Menyediakan data dan informasi penanaman modal sektor potensiai dan

peiuang kemitraan;

d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan peiaksanaan tugas kepada

Kepaia Biciang; cian

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepaia Bidang sesuai

biciang tugasnya.

Bagian Keiima

Bi DAi.i G i i.i FC RiviAS i DAi{ PEi'i G E ivi BAi'i GAi'i

Pasal 23

Bidans Informasi dan Pensembansan memounvai tusas meiaksanakan

informasi cian pensembangan.

Pasal 24

(1) Untuk melaksanakan tusas sebagaimana dimaksud oada Pasai 23.

Biciane informasi cian Pensembangan menveienqsarakan iungsi:

a. Menvelenssarakan sistem informasi dan oeneembansan sesuai densan

peraturan perunciang-unoan gan :

b. Menselola sistem informasi dan r:ensembansan oertzinan dan non

^^-:-:^^-.utrr lalr1i1ll.

c. Mensadakan pemeiiharaan sistem informasi dan peneembansan

ucrava.rl&fl If,efLZLI]Lan Oan nOn pefizinan:

d. Menvelenssarakan lavanan sistem informasi dan oensembansan

^^-;-,^. -

DerlzLr].Afi Gaii nOn iJefLZlfl8-tt: Oan

e. Melaksanakan tugas lain vans diberikan Keoala Badan sesuai densan

;;;^^^url.rall 1H. L Ll|<d.sr r v d-.

2l tsidane Informasi dan Pensembansan dioimoin oleh seorans Keoala

Bioane vang oaiam peiaksanaan -Luqasnva bertanggung iawao kepacia

Keoaia Badan.



Pasal 25

(1) Bidang Informasi dan Pengembangan, membawahkan:

a. Sub Bidang Informasi dan Pengaduan; dan

b. Sub Bidang Pengembangan.

(21 Dalam melaksanakan tugas masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh

seorang Kepala Sub Bidang.

Pasal 26

Sub Bidang Informasi dan Pengaduan mempunyai tugas:

a. Mengumpulkan data, informasi peraturan perundang-undangan dan

kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelayanan perizian dan non

perizinan;

b. Mengelola, memberikan informasi dan operasional media informasi;

c. Menangani pengaduan atas pelayanan perizinan dan non perizinan;

d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada

Kepala Bidang; dan

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

Sub Bidang Pengembangan, mempunyai tugas:

a. Mengumpulkan, mengolah serta menyiapkan bahan/data untuk
penyusunan dan penyempurnaan pelaksanaan analisa potensi dan

perkembangan investasi;

b. Menganalisa dan mengembangkan potensi dan peluang investasi serta

mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait;

c. Meny,usun data statistik dan publikasi penanaman modal;

d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada

Kepala Bidang; dan

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

dengan bidang tugasnya.



Bagian Keenam
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Pasal 28

Bidang Pengendalian dan Pengawasan mempunyai tugas mengendalikan serta

meral<Lrl<an pengawasan r<eglafan penanaman mooar.

Pasai 29

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28,

5ICI.ang rengenoarlan C'an rengawasarr menverensgaraKan Iunssl:

a. Menyusun kebijakan dan pedoman teknis pengendalian dan

pengawasan penanaman mooal:

b. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap kegiatan penanaman

moctal:

c. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan

penanaman mooal:

d. Menyelenggarakan perlindungan penanaman modal; dan

e. rvlelaKsanaKan tusas raln vang q.lDerlKan olen llepala l5aoan sesual

bidang tugasnya.

tzl blciang rensenqallan Oan rengaWasan C.lplml]ln Olen Seorang r\ellala

Bidang yang dalam peiaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada

rleDara tJaqan.

Pasai 30

(1) Bidang Pengendalian dan Pengawasan membawahkan:

a. SuD lJloang rengenoarlan oan rengawasan rerlllnan: oan

b. Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal.

tzt ualam meraKsanaKan tusas maslns-maslns Dl]D rJ,lqans oiolmpin oien

seorang Kepala Sub Bidang.

Pasal 31

Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan Peri-iinan mempunyai tugas:

a. ryrengumDurKan. mengolan menvlaDKan oan menvallKan Danan t CraLa

untuk penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan perlzinan

Densenoallan oan Densawasan oenllnan:



b. Menyeienggarakan pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan

fasilitas yang diberikan untuk pengelolaan perizinan dan pembuatan

berita acara pemeriksaan lapangan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

Melaksanakan tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan

pertzinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Meny.usun laporan ldata hasii pengendalian dan pengawasan penanaman

modal; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

bidang tugasnya.

Pasal 32

Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, mempunyai

tugas:

a. Mengumpulkan, mengoiah, menyiapkan dan menyajikan bahan/ data

untuk pen1rusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan

pengendalian dan pengawasan penanaman modal;

b. Menyeienggarakanpengendalian danpengawasan terhadap penggunaan

fasilitas yang diberikan untuk pengelolaan penanaman modal dan

pembuatan berita acara pemeriksaan lapangan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku;

c. Melaksanakan tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan

penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangv

beriaku;

d. Meny'usun laporan ldata hasil pengendalian dan pengawasan penanaman

modal:

e. Melaksanakan tugas iain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai

Dloane tusasnva.

BAB IV

I/\lA ITI'I(JA

Pasai 33

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan

KeIOmDOK tenasa Iunsslonal wallD meneraoKan DrlnslD Koorolnasl.

integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing

mauDun antar saruan orsanlsasl 01 llnsKunsan pemerlntan oaeran serla

dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas

maslng-maslns.

c.

d.

e.

(1)



(21 Setiap Pimpinan Satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya

masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-

langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin dan

mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan

bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi

petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan

menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Setiap iaporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari

bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
pen)rusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk

kepada bawahannya.

Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan

laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara

fungsional mempunyai hubungan kerja.

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu

oleh organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan

kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V

ESELON
Pasai 34

Kepala Badan merupakan jabatan struktural Eselon IIb;

Sekretaris merupakan jabatan struktural Eseion IIia;

Kepala Bidang merupakan jabatan struktural Eselon IIIb;

Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis

Badan merupakan jabatan struktural Eselon IVa;

Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Badan merupakan
jabatan strukturai eselon IVb.

(3)

(4)

(s)

(6)

(71

(1)

(2)

(s)

(4)

(s)



BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 35

(1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul

Sekretaris Daerah;

t2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang,

Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan dan Kepala Sub Bagian pada Unit

Pelaksana Teknis Badan dapat diangkat oleh Sekretaris Daerah

berdasarkan pelimpahan wewenang dari Bupati;

(3) Pejabat Fungsional diangkat dan .diberhentikan sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Jenjang jabatan kepangkatan, serta susunan kepegawaian diatuf sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VII

TIM TEKNIS DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasai 37

(1) Di lingkungan Badan dapat ditetapkan Tim Teknis sesuai dengan

prosedur dan ketentuan yang berlaku.

(2) Tim Teknis mempunyai tugas :

a. Berkoordinasi dan membantu dalam memberikan masukan dan

kajian tentang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Bidang;



b. Memberikan informasi berkaitan dengan syarat-syarat periztnan

dan non pertzinan;

c. Meneliti kelengkapan, memproses penerbitan perizinan dan non

pertzinan;

d. Memberikan saran, pertimbangan dan keputusan dalam rangka

mengeluarkan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya

suatu permohonan perizinan kepada Kepala Badan Penanaman

Moda-l dan Peiayanan Terpadu Satu Pintu.

e. Tim Teknis bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui

bidang yang bersangkutan.

Pasal 38

(1) Di lingkungan Badan dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan

keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan

ketentuan yang berlaku.

(2) Kelompok Jabatan Fungsiona-l mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahiian dan kebutuhan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional

yang senior yang ditunjuk.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 9

Tahun 2Ol3 tentang Uraian Ttrgas Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 4O

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna

Pada tanggal, 7 APril &15

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

HIR MUS'ROMPAS MAKAGANSA

Diundangkan di Tahuna,

PadaTanggal, ? APrfl 2015

PIt. SEKRETARIS LAUAN SANGIHE,

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPUI,AUAN SANGIHE TAHUN 2AI5
NOMOR g

q


